BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG OVERMACH

A. Analisa pengertian dan dasar hukum overmach atau paksa

an menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
1. Analisa pengertian .

Didaelam hukum fiqhih Islam, overmach itu disebut
dengen peksaan (el-Ikrah), yang dimaksud dengan paksaan
tersebut para fuqaha' memberikan suatu pengertian dengan
redaksi yang berbeda-beda namun pada intinya seama . Dalam
bab IT sudah:.dijelaskan bahwa jang dimaeksud dengan pakssan
adalah suatu anceman paksaan dari orang yang mampu memak-
sa terhadap orang lain, yangvsegera akan dilaksanakan de-
ngen cukup mempengaruhi pikiran normel, serta timbul duga
an kuat bahwa ancaman itu benar-benar dilaeksanekan , bila

menolak apa yang dipaksakannya,.

Sedangkan pengertian overmach menurut hukum pidana
positif disebut dengan daya paksa, yaitu suatu kekuatan,
paksaan , tekanan terhadap seseorang untuk melskukan suatu
perbuatan, hal masna atas daya, tenaga, kekuatan tersebuat~

suatu perbuatan terjadi.
Dari kedua pengertian tersebut di atas, bahwasanya
antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam

memberikan pengertian overmach atau paksaan terdapatsuatu



keéamaan, yaitu mengenal perbuatan pakssan yang mempunyail
pengaruh kuat terhadap pikiran normal gerta perbuatan ter

sebut timbul bukan atas dasar keinginannya.

sedang perbedaannya, terletak pada hal sebab musa-
babnys. Dimena kalau dalam hukum pidana Islam itu sebab
yang menimbulkannya terletak dari luar dirinys yaitu suatu
ancaman yang detangnya dari luar dirinya, yakni ancaman
yang datengnya deri orang 1ain . Contoh, orang yang dipak
gs untuk memaken atau minum barang haram.

sedangkan didalam hukum pidana positif paksaan itu
paik datengnyas deri luer dirinya ataupun berasal dari ke-
adaan keadaan tertentu ysang mempengaruhinya untuk berbuat
kejehaten, baik paksaan bersifat fisik ataupun bersifat
psikis . Contoh paksaan secara pisik orang yang di pegang
tangannya oleh orang yang lebih kuat untuk membubuhi cap
jempol delam surat berharga, atau orang yang dilemparkan
oleh seseorang yang lebih kuat sehingga menyebabkan kaca

jendela milik orang lain pecsah .

sedangkan contoh dari paksesan secara psikis yeitu
kasus papen Karneades, yang mendorong orang lain karena
ikut ixut berpegangan terhadap papan yang dipegangnya ya-
ng hanys cukup untuk satu orang .

Jedi deri interpretasi diatas, sesungguhnye letak
perbeduan antarz hukum pidena positif dengan hukum pidana

Islem mengenai pemberian definisi paksaan, yaitu hukum
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Tglam lebih sempit dalsm memberikan pengertian, serta
ruang lingkupnya terbatas. Sedangkan overmach meanurut hu-
kum pidenes positif jangkeuannya sangat luas sehingga di
dalem memberiken pengertian menyangkut dalam tiga hal, ya

itu paksaen secars pisik, peksaan secara psikis , serta

keadaan darurat .

2, Ansglisa dasar hukum .

Mengenai dasar-dasar dari kedue hukum tersebut di
tinjau dari meksudny#d, meka mempunyai persamaan dalam hal
menghapuskan dari hukuman apabila dalam keadaan paksaan .
Sedangkan perbedaannya ; kalau dalam hukum pidana Islam
desar hukumnys Alqur'an dan hadist . Seperti dalsm Alqur-

an dalam suret al- bagarah yang berbunyi :
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Artinys : Tetapi barang siapé@ dalam keadaan terpeksa (me-
makannya) sehingga ia tidak menginginkannya dan
pula melampaui batas, meka tidak aeda dosa bagi-
nya.(Alqur'an 2:173). -
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artinye : Allash telah menjelaskan kepada kemu epa yang di
haramkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa
kamu memskannya . (Alqur'an, 6:119).

Juga didelam hadist nabi Muhammad saw. yakni j;
s . s ) ) o
- ) ORI AR 4 o

ATtinys : Sesungguhnya Allah tidak membebankan hukum pada
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wmmatku ysng keliru, lupe dan terpaksa. (Ibnu Majah, I
659)

pari delil-dalil tersebut diatas makae fuqaha mem =

buat suatu kaidah seperti :
% - S\ -

wnKemudharetan itu menghalalkan larangan'. atau

)\ﬁgj)f”y

npidak ade mudharat dan tidak pule memudharatkan".
Sedangkan dalam hukum pidana positif yang dijeadi-
ken dasar tenténg peksaan (overmach) yaitu terdapat pada
pasal 48 KUHP yang berbunyi " Barang siapa yang melaku -
an tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dipida

nav

B. Analisa macam-macam overmach menurut hukum pidana

Islam den hukum pidana positif .

Dalam hukum pidana Islam, paksaan (al Ikrah) di
bagi menjadi dua, yait ;3
1. Tkrsh mulji (absolut)

2. Ikrah ghairu mulji (relatif).

Sedangkan overmach (paksaan) dalam hukum pidana
positif dibagl menjadi tige macad, yaitu ;
1. Paksaan absolut .
2. Paksaan relatif

3, keadaan darurat (noodtoestand)
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Dari kedua macam paksaan diatas, dapat diketahui,
pahwa hukum pidene Islem den hukum pidana positif didalam
membahas tentang macam—macam paksasan ada kesamaannya. di
menas dalam hukum pidena Isleam dari macam~macem paksaan ya
itu ikreh mulji dipersamakan dengan paksaan relatif dalam

hukum pidena positif.

Nemun yang menjadi perbedaan adalah :
- Tkreh mulji (ebsolut) dalam hukum pidena Islem tertuju
pada perbuatan-perbuaten yang berhubungan dengen tindak
jerimsh tertentu, selein pembunuhan dan penganiayaan be

rat. Seperti halnye orang yang dipeksa untuk membunuh .

Sedaengkan paksaan relatif, suatu paksaan berkenaan
dengan semua tindak perbuaten pidana , baik  perbuatan
pidana ringan (pelanggaran) atau tindek pidana berat ,
seperti kejahatan .

- Tkreh ghairu mulji (relatif), menyangkut pada perbuatan

mu'amaleh seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya

sedangkan paksaan absolut menyangkut perbuatan
delik yeng bersifat pisik, seperti orang yang dilempar-
ken oleh oreng lain ysng lebih kuat, yung _-menyebabkan

rusaknya milik barepg orang lain .

- Dari segi bentuknys, absolut dalam pengertian hukum
Islam berbeda dengan paksaan absolut dalam hukum posi -

tif, karens ; Absolut overmach delsm nukum positif tidek
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menjadi obyek pembahasan dalam paksaan, meskipun . ~hal
% iniagiaxurg&alamvovermsmhu;;

sedangkan absolut dalam nukum Islam merupkensuatu
perbuatan yang dijedikan obyek dalam pembahasen paksa-
an

Begitu juga sebaliknya , dimana paksaan relatif
dalam hukum pidene Islam, buken merupakaen pokok pemba-
hasan dalam menerangkan paksaan . Sedangkan peksaan
relatif dalam hukum pidana positif merupakan pokok

yang dijadikan pembahasan overmach .

- palam hukum pidana Islam tidak memasukkan keadaan daru
rat atau terpaksa dalam macam paksaan. Pembashasan daru
rat dijadikan pembahasan tersendiri meskipun hukumnya
dipersamakan dengan paksaan .
sedangkan dalam hukum pidana positif memasukkan keada-
an darurat delam macam macaml overmach. ~antuk
perbandingan masalash darurat menurut hukum pidana
Islam den hukum pidana positif aken kami bahas “lébih

lanjut:dalam sub bab berikut ini .

C. Analiss keadaan darurat (noodtoestand) menurut hukum

pidans Islem dan hukum pidana positif .

Keadgan darurat menurut hukum pidana Islam , di
persamakan hukumnya dengan pekssan sebagalmana telah di

terangkan pada bab sebelumnya . Namun letak perbedaannya
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hanya mengenal sebab timbulnya perbuatan, dimana dalam
paksaan pembuat dipaksa oleh orang lain untuk berbuat, sg
dangkan dalam keadaan darurat pembuat sebenarnya tidak di
peksa oleh orang lein tetapi ia mendapat dorongan dari
suatu keadaan yang mengharuskan iea berbuat jarimah, agsr
dirinya atau orsng lain terhindar dari bashayas. Jadi yeng
membedaken keadaan darurat dengan paksaan adalah dari
segl subyek yang menimbulkennys, dimana kalau paksaan itu
orang lain yang menimbulkannya , sedangkan dalam derurat
keadaan atau berupa gejala alam . Misealnya orang yang
tidak mekan atau minum beberapa hari, untuk menjaga

jiwanya dari kematian , maka ia mencuri sepotong zréﬁi

hanya sekedar menyambung nyawanya .

Dalam kasus seperti diatas, pernah terjedi pada ma
sa khalifah Umar bin Khattab, ia perneh tidak melaksanakan
nukuman potong tangan sewaktu masyarakat Islam sedang me-
ngalami musibah kekurangan persedisan bahan makanan dan
baheye kelaparan , peristiwa jtu terjadi pada waktu musim
kemarsu panjang yang tidak pernah ditimpa hujan selama«
sembilen bulen terus menerus, bumi: berubah seperti abu,ma

ke tehun ini dinamakan tahun abu . (Furuddin, 1987 : 152)

Disamping riwayat diatas , diceritaken pulas bahwa
umer juga tidek melakukan hukum potong tangan terhadap
beberapa orang budak yang terbukti karena kelaparan , me-

reka mencuri seekor onta , dan sebagal hukuman pengganti



uymar membebankan kepada tuannya untuk mengganti dua kali

lipat dari harga unta tersebut. (Nuruddin, 1987 : 152) &

Dalam ketentiian hukum sebagaimeana tersebut didalam

Alqur'an bahwa pencuri harus dipotong tengan, yakni;
- .
y\£3\fmwfingX;;>K4bj)4}\9;QQJ¥J'A%)Lw;{jtg)\*ﬁ)\
- w "
\ .
Artinya : Leki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencu
ri, potongleh tangan keduanya (sebagai) balesan
terhadap mereka apé yang dikerjekan dan sebagail

giksasan dari Allah. Dan Allah mesha perkasa lagl
bijaksana. (Al maidah, 38).

Nemun karena dalam kesdaan darurat maka ayat di
atas dijedikan suatu pengecualian (ditakhshish) seperti
yang dicontohkan oleh umar. Jadi keadeaan derurat atau
keterpaksean berkaiten erat delam usaha mewujudkan kemas=

lahatan ummat. Nabi Muhemmad sSaw. bersabda ;
\ s . : o ox oA} o\ A
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Artinye : Sesungguhnye Allah tidaek membebankan hukum atas
ummatku yang keliru,lupa dan yang terpaksa.
(Ibnu Majah, I1:659).

secars umum hedis tersebut menunjukkan bahwe sifat
keterpaksean itu dapat mempengaruhi hukum asal yang telah
dinashken , Apabils hukum yang telah dinashken itu haram
meka dengan adenye darurat menjadi boleh, sekedar untuk
menghindari keterpaksaan . Hukum hsaram itu sifatnya tetap

tidak berubah , tetapi karensa terpaksa maka tindakan itu



tidek berdosa. ( Husmen, 1989 : 4 ).

Berdasarkan ayat, hadis dan sejumlah keterangan
lein yang semakna dengan pengertian tersebut, meka Ulama
ushul figh. membuat keidah untuk mensmbah pengertian ya-=
ita sz |

Y jl") ey EATPTN-
nparurat itu memperbolehkan yang dilarang"

Dengan demikian maka depat disimpulkan bahwa ada -
nya derurat dapat merubah dari dalil nash dan sunnah yang
sudeh ditetapkan karena adanya keterpsksaan, dengan kata
lain keadsan darurat dapat mempengaruhi hukum syar'i yang
sudah jelas. Namun demikian janganlah terlalu dipermudah
pengertian darurat ataﬁ keterpaksaan itu, sehingga getiap
persoalan sedikit sulit langsung dikatakan darurat, pada
hal jalen lain masih banyek yang dapat ditempuh, hal itu
jelas tidek dibenerkan. Tindakan darurat yeitu untuk meng
hinderi kemungkinen penderiteaan bagi orang ysng bersang -
kutan , seperti bencena, penyiksaan, pembunuhan dan seba-
zainys . Miselnye makan daging babi karens tidsk ada
makanan lain , atsu diresmpas kehormatannya dengan ancaman
akan dibunuh . pelenggeran tersebut tidak bedosa sekedar
untuk menghindsri bahays atau bencana yang bakal menimpa
dirinys , jadi buken menuruti hawa nafsu karena menyenang
kan den melampaui batas . Untuk selanjutnya marileh kita

menginjak pada syarat darurat pasda naslaman berikut.



Untuk selanjutnya parsa fugaha memberiken syarat
syarat keadean darurat ysng meliputi :

1. Keadasan derurat harus dalam keadaan memaksa sekall, y&
ng dikhawatirkan akan merenggut jiwanys sendiri atau
orang lain .

o, Keadassn darurat bener-benar terjadi , bukan hanya seke
dar dinantikan saja .

3, Tidek ads jalan lain untuk menghindarinya ¢ Eecuall
berbuat jarimah.

4. Dalam menghadapl keadaan daruret hanya dipakai seperlu

;. nya dan tidek berlebih—lebihan .

sedangkaen darurat (noodtoestand) didelam hukum
pidana positif, sudah diterangken pada bab III, yang da-=
pat terjadi karena adenya tiga kemungkinean, yakni ;
1. Orang terjepit antare dua kepentingan .
2. Orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban .

3, Adae konflik antera dua kewajiban .

Kesdaan darurat tersebut diates, itu terjedi kare-
na seseorang terpaksa melakukannye yang disebabkan oleh
dorongan dari keadaan diluar dirinyea untuk memilih
diantara dua peristiwa yang sama jeleknya. pilihen masih
menjadi inisiatif sipembuat. Bedanya dengsn overmach re-
latif adalsh bahwe dalam keadaan darurat orsng yang terp-
aksa itulah yeng memilih peristiws—peristiwa mana yang

akan dilakukan , sedangkan pada paksaan relatif orang itu

“\V\;
U



tidek dapat memilih , dslem hal  ini .orang yang prakarsa

adalah oresng yang memaksa .

Untuk membuat suatu perbuatan noodtoestand tideak
dapat dihukum maka perbuatannye harus memenuhi dusa syarat
yaitu j
1. Asas proposionalitas .

2. psas subsidiaritas

Dari uraian sekilas antara hukum pidanas Islam dan
hukum pidena positif di atas , maka dapatlah diketahui
secars jelas persamaan dan perbedeannya mengenai masalah

darurat tersebut yang menghapuskan dari hukumen .

Persamaannya adalah; bahwa didalam hukum Islam
dan hukum positif sama-—sama menitik beratkan pada doro-
ngan keadaan yang menyebabkan timbulnys perbuatan yaitu
diri pribedi bukan orang lain . Jadi inisiatif perbuatan
nye berasal dari dirinya yang disebabkan oleh suatu ke-
adaan yang mendorong untuk berbuat. Begitu juga terhadap
pilihan mane yang diperbuat sema-sama merupakan dari per
buaten yang menurut pikiran normal tidak mau melakukanya

karena pilihan sama—=s@ma jeleknya .

Sedangkan perbedaannya terletak pada ;
- Kelsu dalam hukum pidana Islam fitinjau dari segi sya-
ratnya yang dijadikan obyek diri pribadi atau pembuat

jerimah yang disyaratkan sebagaimana tersebut di atas

sebelum melakukan perbuatan.
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sedangkan dalam hukum pidana positif terletak dari
akibat akibat macam-macam tindakan .

Dalam keadaan darurat menurut hukum Islam berkiser an-
tara keadaan tertentu, terbatas pada masalah yang ber-
tglian pada maxanan dan minuman dan tindeken perbuatan
yang tergolong ringan . Sedangkan

Dalam hukum pidena positif berlakunya darurat terhadap

semua tindak kejahatan .

Mengensi kepentingan hukum yaeng dikorbankan dari
kedua hukum tersebut terdapat kesamaannya, yakni ;
Apabila yang dikorbasnkan lebih sedikit nilainya, maka
boleh diperbuat. Seperti mencuri untuk sekedar menghin-

dari daeri kematian.

sedangken perbedaannya, mengenail dua kepentingan
hukum yang samsa nilainya, dimana kalau menurut ;
Hukum pidena Islam terhadap kepentingasn yang sama nilai
nya tidsk boleh mengorbankan dari kepeniingan orang
lain. Seperti kasus papan Karneades tidek boleh di per-

buat., dalam kaidah ushul fiqn disebutkan ;
' ). o3

wkemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemud-
haratan yang lain".

sedangkan dalamhukum pidana positif, terhadap kepenting
an yang mempunyal nilsi lebih rendah atau sama , dspst

atau boleh dikorbankan . Seperti papan Karneades distas.
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D. Analisa syarat atau unsur paksaan (overmach) menurut

hukum pidena Islam dan hukum pidana positif .

Dalam hukum pidana Islam mengena paksaan tersebut
memberikan batasan-batasan tertentu untuk menerapkannya
ager dalam menilail perbuatan paksaan tidak dipermudsh,se
hingga setiap persoalan yang sedikit sulit langsung di
katskan paksaan . rara fugaha mensyaratkan sebagai mana
yang terdapat pada bab sebelumnya, yaitu ;

1. Ancaman yang menyertal paksaan adalah berat .

2. Ancesmannya seketika .

3, orang yang mengancam mempunyai kesangsupan .

4. Pimbul dugean kuast bahwa ancaman itu benar - benar di
timpakannya.

5. Perkara yang diaencamkan adaleh perbuatan terlarang .

sedangkan dalam hukum pidana positif , membagi
syarat paksaan (overmach) sebagal berikut :
1. Adanya perasaan takut terhadap suatu bahaya .
2. Adanys bahays bagi suatu kepentingan huxum .
3. Perlu untuk meniadaeken pidana yang lain .

Dari kedua hukum tersebut diatas dapat diketahui
tentang persamaan dan perbecaanya.

Persamaannya ; bahwa dalam hukum pidana Islam me-
ngenal sncaman yang menyertai adsalah berat, sama halnya

dalam nukum positif ysitu tentang adanya perassan takut
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terhadap suatu bahaya , berarti adanya yang ditimbulkan-
nya adalh berat

Péda orang yang mengancam mempunyal kesanggupan untuk
melaksenskan ancamen dan benans=bepar akan dilaekukan .
Kedus hukum tersebut sesma-sama perlu untuk meniadakan at
au mengorbankan pidana yang lain .

perlu meniadakan pidana yang lain, dimana harus ada keseg
imbangen antsre ancaman dengan pengorbanan yang dilaku -
ken . Misalnya orang yang diasncem akan dipukul saja, itu

tidak boleh berbuat kejahatan.

sedangkan perbedaannya adaleh :

- palem hukum pidana Islam terjaedinya ancaman adalesh se-
ketika,; mendadak/ diluar perhitungan dan tidak ada
waktu untuk berfikir secara bebas, .kalau tidak seketika
makae tidak ade pakssesan, karens orang yang dipaksa . mem
punyai kesempatan untuk melindungi dirinya dan tidak
ada dorongan kuat untuk segera berbuat .

Sedangkan dalem hukum positif tidak diisyaratkan anca-
man seketika, berarti delam ancaeman masih diberi pili-

han untuk berfikir dengan tempo, waktu tertentu .

- Terhadap peniadaan pidana yanglain , dalam hukum Islam
dibatasi selain pembunuhan dan penganiayaaln berat.
Sedangkan dalam hukum positif menyangkut seluruh perbu
atan pidana , baik berups tindakan perbuatan pelangga-

aran at:u kejahatan .



E. Knalisa hikum paksasn menurput-hukum pidena’Islam’ ~dan

hukum-pidana positif.
Menurut hukum pidena Islam, dapat berbeda-beda me

nurut perbedaan perbuatan yeng terjadi dalem hal ini T

dak lebih dari tiga keadaan, yekni ;

1. Perbuatan yang tidak dipengeruhi paksaan sama gekalil.

Yang termasuk dalam golongan ini terhadap kasus

pembunuhaen dan penganiaysan berat. Jadi rpefhuatannya
tetap dikenakan hukuman, yakni hukuman qishas , diyast
dan ta'szir .
Alasan hukuman qishas gebab ketika orang yesng dipaksa
membunuh orang lain ateu menganiaya dengan berat, hal
mana perbuatan tersebut dikerjekan dengan maksud meng
nindarken kematisn atau penganiaygn berat daeridirinya
sendiri, dimana ia tidek boleh menolak bahaya yaitu
kematian dirinya, dengasn bahays lain yang sama atau
lebih berat, yaitu kematian orang lain., Seandainya ie
berbuat demikian berarti ia mempunyai pilihan  meski
sempit deerahnya. Pilihan ini tidek dapat menghapuskan
pertenggung jawaban pidana dan ocleh karena iatu ia
harus dijetuhi hukuman.( Ach, Hanafi, 1967 : 364).
Allah Berfirman :

U D) an oo B et e 5

Artinya : Janganleh kemu membunuh jiwa yang dimulia -
oleh Allah melainkaen sebab yesng benar,
(Alqur'an, 6:151).



Alasan hukumen diyat; karena pada paksaan , dianggap
sebagei subhat, sehingga dapat mempengaruhi terhadap per
busten hukum, sebagaimana yang dikatakan Umar binKhattab
’ N vy ; -9 WA
L~)&éyf*M)(j \454Q’<% t]ﬁ,gi:Ké’fﬂécj D)LL)\)&LL OY
waku lebih baik menangguhkan (pelaksanaan) hukuman pads

(kesus) yang tidak pasti, dari pada melaksanekannya.
( Abu Yusuf, 153 ) .

Dari pendapat yang diketakan Umar tersebut, depat
disimpulkan bahwa hukuman dari suatu kasus yang karena
ada unsur subhat nampaknya sangat dipertimbangkan , seka

lipun pembatasannya berbeda-beda .

Alasan hukumen ta'zir; karena melihat dari keadaan yang

dgari diri pembuat .

2., perbustan yang diperbolehkan karena adanya paksaan.

Yang termasuk dalem perbuatan ini menyengkut pada-

kelompok makanan den minuman yang diharamken den di

syaratken pasda paksaan absolut. Sébagaimana firmanlhya
AR o A TN Y
ade 2300 oledy b gt et
nTetepi barang siapa dalam keadean terpeksa memakannya
sedangkaen ie tidak menginginkannys dan tidak puls

melempaui batas, maka tidak ada dosa baginya .
(Alqur'an, 2:173)

3, Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian.

yang termasuk dalam perbuatan ini meliputi pada
perbuatan jarimah yang dalam pemaksaan seseorang, Se-

perti dipaksa atau terpaksa mencuri barang orang lain
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sedangkan menurutvhukum pidana positif, hukum pak-
saan diperbolehkan terhadap semua bentuk tindak kejahatan
dengan syarat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang di
tetapkan, sedangkan sangsl hukumnya adaslah tidak ada atau

bebas dari hukuman .

Dari keterangan diestas, maka depat diketahui bahwa
antara hukum pidaene Islem dan hukum pidana positif terda-

pet kesamaan dan perbedaannya .

persamaannyas ialah ;
- Antera kedua hukum tersebut membolehkan/ tidak melarang

seseorang berbuat jarimeh dalam keadaan paksaan .

Sedangken perbedaannya adalah ;

- Kebolehan dalam melakukan perbuatan jarimah dalam hukum
Islem, selain perbuatan kejahatan yang berkenaan dengan
pembunuhsn dan penganiayaan berat.

Sedangkan dalam hukum positif, kebolehannya berlaku um=-
um meliputi deri semua tindakan kejahatan.

- Mengenai sengsi hukuman, maka hukum pidanas Islem membe-
baeskan dari pertanggung jewaban pidana, sedangkan
pertanggung jawaban perdate tetap berlaku yekni dengan
mengganti epe yasng dikorbankan.
sedangkaen dalam hukum pidana positif tidak dikenakan

hukuman .

Dari beberapa uraian tersebut dietas,make dapatlah



diketehui bahwe prinsip - prinsip mengenail paksaan
anters hukum pidena Islam den hukum pidena positif ,
terdapat suatu perbedaan yang prinsipal,' dimana dalam
hukum pidans Islam membatasi pakseaan pada jerimah tertentu
yang berhubungan dengan urusan nhablumminallah wghablum -

minannas, kecuali jarimah pembunuhan dan penganiayeaan,

sedangken dalam hukum pidana positif tidak membata

si paksaan , melainkan berleku terhadap segala perbuatan

kejahatan yang dilarang .



